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VISI DAN MISI
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

 VISI GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

 MISI KE-5 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya.

Mempercepat Pembangunan Insfrastruktur Antar Pulau Guna Pengintegrasian dan

Percepatan Pembangunan Kawasan Pesisir

 TUJUAN

Percepatan  pembangunan  infrastruktur dan  pengintegrasian antar  pulau

 SASARAN

 IKU

Percepatan pembangunan Antar Pulau dan Pesisir

Terealisasinya kegiatan rencana induk pengelola perbatasan (35%)



PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
NOMOR 92 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA 

PERANGKAT DAERAH

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
Mempunyai Tugas Sebagai Berikut :

Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan dan 

menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana 

kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan 

evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan 

Kawasan perbatasan dibidang koordinasi perencanaan dan fasiltasi Kerjasama, 

Koordinasi pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi yang menjadi kewenangan 

Daerah Provinsi. 



LATAR BELAKANG

Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau kembali berkiprah sebagai

organisasi perangkat daerah berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 92 Tahun

2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat

Daerah yang kemudian direvisi dengan Pergub Nomor 1 Tahun 2023, setelah sebelumnya berdiri

di tahun 2011 hingga di akhir tahun 2016 dan kemudian tugas dan fungsinya berada di Biro

Pemerintahan dan Perbatasan pada Sub Bagian Perbatasan Antar Negara.



Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara

dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan

bahwa kewenangan Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi Kepulauan Riau

adalah sebagai pelaksana kebijakan di bidang urusan pengelolaan perbatasan.

Dengan kewenangan tersebut Badan Pengelola Perbatasan Daerah Provinsi

Kepulauan Riau berkewajiban untuk meningkatkan pelayanan di bidang pengelolaan

perbatasan sehingga tercipta tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,

efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan

terpercaya sehingga perbatasan menjadi beranda terdepan negara.
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Penyusunan kebijakan disekretariat, bidang koordinasi

perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, bidang koordinasi

pelaksanaan, dan bidang monitoring dan evaluasi

01

02
Pelaksanaan tugas dukunagan teknis disekretariat,

bidang bidang koordinasi perencanaan dan fasilitasi

Kerjasama, bidang koordinasi pelaksanaan, dan bidang

monitoring dan evaluasi

03 Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis disekretariat, bidang koordinasi

perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, bidang koordinasi

pelaksanaan, dan bidang monitoring dan evaluasi

MENYELENGARAKAN FUNGSI BERIKUT:
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MENYELENGARAKAN FUNGSI BERIKUT: 04
Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang

urusan pemerintahan daerah disekretariat, bidang

koordinasi perencanaan dan fasilitasi Kerjasama, bidang

koordinasi pelaksanaan, dan bidang monitoring dan

evaluasi

05
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur

terkait dengan tugas dan fungsinya
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Struktur organisasi Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau

terdiri atas:

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, terdiri atas:

a. Sub-bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Koordinasi Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama;

4. Bidang Koordinasi Pelaksanaan;

5. Bidang Monitoring dan Evaluasi; dan

6. Kelompok Jabatan Fungsional.
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NO JABATAN JUMLAH PEGAWAI

1. Pejabat Eselon II 1 Orang

2. Pejabat Eselon III 3 Orang

3. Pejabat Eselon IV 1 Orang

4. Fungsional 8 Orang

5. Staf Pelaksana 8 Orang

6. PTT 3 Orang

7. PHL 5 Orang

JUMLAH PEGAWAI 29 Orang
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MEMBAWAHI :

SEKRETARIAT

BIDANG KOORDINASI 
PERENCANAAN DAN 

FASILITASI KERJA SAMA

BIDANG KOORDINASI 
PELAKSANAAN 

BIDANG MONITORING 
DAN EVALUASI
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